
SAT INAN

BUPATI T.ANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMORi 4 TAHUN2oa4

TENTANG

PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

a. bahwa Undang - Und.ang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal
12 ayat (2) huruf P, Tentang Pemerintah Daerah
menyatakan kebudayaan merupakan urusan wajib
yang menjadi wewenang dan tanggungjawatr
pemerintah daerah, maka perlu pengaturan untuk
memberikan kapastian hukum dalam pemajuan
kebuciayaan Langkat;

b. bahr,va kebuda-vaan masyarakat di Kabupaten Langkat
merupakan sistem nilai, adat istiadat yang dianut
oleh masyarakat di Kabupaten Langkat, ,vang di
daiamnya terdapat pengetahuan, keyakinan, niiai-
nilai, sikap, dan tata cara masyarakat yang ciiyakini
da-pat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya,
sehingga perlu dilestarikan;

c. bahwa untuk mempertahankan keberadaan
kebudayaan daerah di Kabupaten Langkat baik yang
bersifat fisik (tarigibie) maupull nonfisik (irftangibiei
sebagai warisan lelutrur diperlukan pengelolaan yang
meliputi pelindungan, pengembangan dan
pernanfaatan melalui kebijakan pengaturan,
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan;

d. bahrva berdasarkan pertinebailgan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan
Kebudayaan Daerah;

1. Pasai 18 Undang-Undang Dasar Republik lndonesia
Tahun 1945;

2. Undang - Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara
{Lembaran Negara Repubiik indonesia Tahun 1956
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 1092);

Menimbang

Mengingat
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3. Undang * Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang
Cagar Budaya ilembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Penr rhlil lnrlnnpcia Nnrnnr < 1 6el ._, r vur,

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2A14 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5587)
*sebagaimana telah diubah beberapa kali tera_khir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2AI4 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Neqara Republik Indonesia
Nomor 5679);

5. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2Al7 tentang
Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2A17 Nomor 1A4, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik iyidcnesia N*mor 6055);

6" Undang Undang Nom*r 6 Tahun 2023 ter:t_ang
Penetapan Peraturar: Pemerintah Pengganti Undang*
Undar:g Nomor 2 Tahun 2*22 tentang Cipta Keija
men;adi Unciang-lJndang {Lernbaran Negara Repu.blik
Indonesia Tahun 2A23 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Rep:-rblik trnConesia Nomer 6855):

7. Unrlar:g Unclang Nomcr I Tatrun 2023 tentang
Provinsi Sumatera Utara (Lemtraran Negara Republik
lnrlonesia Tahun ?023 Ncmor 55, ?arnbahan
i.ernbaran Negara Repu-blik lndonesia Nomor 656+);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang
Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat 1l
Langkat dari Wilayah Kotamad5,'a Daerah Tingkat It
Binjai ke Kota StaLrat dalam wilayah Kabupaten
Daerah 'lingkat trI Langkat (Lembaran Negara
Repuiriik incionesia Tahun 1982 i,iomor 9);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kodya Daerah Tingkat II
Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat cian
Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Tahur:r i986 Nornor 11);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang
Nomor 5 Tahun 2Ol7 Tentang Pengembangan,
Pelindungan dan Pemanfaatan Kebudayaan
(L,cmbaran Ncgai'a Tahun 2A2L Nomor 191 , Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6713);

1 i " Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2AO7 tentang Ped"ornan Pelestarian dan
Pengemban-gan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Buda_1.6
h-4a et:* ra L-a f 'rrf qu_t ({aGrrutr,l2. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri elan
Menteri Kebudayaan dan Parirvisata Nomor 42 Tahun
2O0q dan Nomor 40 Ta.hun 20Og tentarrg Pedoman
Peleqte rien Kel'rr rrl e vn en'uuuH-t uu,..

13. Peraturall l\4er:tei:i Kebuda).aan Narnor' 83 Tahun
2414 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan di
Bidang Kebudayaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor D3al;

,
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

dan
BUPATI LANGIL{T

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN
DAERAH

BAB I
KETBNTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otnnomi seluas-luasnya dalarn sistem dan
prinsip lrlegara Kesatuan Repubiik Incionesia sebagaimana dimaksuci daiam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan rlaerah otr:nom.

4. Eupati aclalah Bupati Langkar.
5. Eewan Peri.takilan Rakyat llaerah -yang selanjutnya disingkat elengan

DPRD aeialah lem.baga penvakilan rakyat daerah yang ber:kedudukan
sebagai unsl-lr penvelenggara pernerintahan daerah.

6. KeLrudayaan adaiah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa,
karsa, rian hasii karya mas-varahat.

7. Kebuda5zaan Daerah adatrah adalah keselunuh proses dan hasil interaksi
antar kebudayaan yal1g hidup dan berkembang di daerah yang diwariskan
secara turun temurun oleh generasi terdahulu pada generasi berikutnya di
daerah tersebut, Lraik yang khas berbasis sejarah maupun kebudayaan
1-^-,, L^-t^^^-'1 .^* '^^-r-^*L^.uar Ll Lrriuasai-Kail p€fjiemDangan Zaman.

8. Pengembangan, Pelindungan clan Pemanfaatan KeLrudayaan Daerah adalah
upaya meningkatkan ketahar:ran dan kontribusi budal,a daerah di te:rgah
peradaban lndonesia dan Dunia.

g. Objek Pema.1'uan Kebuda'yaan Daerah adalah unsur Kebuda.vaan yang
menjadi sasai-an utama Pengemba"ngan, PelinCungan dan Pemanfaatan
Kebudayaan Daerah.

10. Pokok Pikiran Kebuda5raan llJaerah adalah dokumen yang memuat kondisi
faktual dan permasalahan yang dihadapi Daerah daiam upaya
Pengembangan, Pelindungan dan Pemanlaatan Kebudayaan Daerah
beserta u sulan Fen],elesaiann1ia.

1 1. Strategi Kebudayaan Daerah adalah dokumen tentang arah
Pengernbangan, Pelindungan dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah -vang
berlandaskan pada potensi, situasi, dan kondisi Kebudayaan Daerah
untuk lxe$,ujudkan tujuan nasional.

12. Pelindlrnga.n adala.h LrpAJ/a menjaga keherlanjuta-n Kebudal,aa.n Daerah
yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan,
penyelamatan, dan publikasi.

13. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan
Daerah serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan
Kebudayaan.
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14. Pemanfaatan adalah upaya penda5zagunaan Kebudayaan Daerah untuk
menguatkan ideologi, poiitik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan
keamanan dalarn mewujudkan tujuan nasional.

15. Pembinaan adalah upalra pemberda]'aan Sumber Da_va Manusia
Kebudayaan Daerah, Lembaga Kebudayaan Daerah, dan pranat.a
Kebudayaan f)aerah dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan
inisiatif masyarakat,

16" RIPPARDA adalah Rencana Induk Pembangunan Kepariinisataan Daerah.
17. Penggalian adalah upalra mengr-lngkapkan, memilah, mengkaji data atau

informasi kebudayaan.
18. Penelitian aclalah melakukan kajian terhadap aspek-aspek Kebudayaan

Daerah secara ilmiah oleh peneliti, ilmuan atau pakar dengan
menggunakan metode yang dapat dipertanggungj awabkan.

19. Inventarisasi adalah upaya untuk mencata.t informasi dan
pendokumentasian, penetapan, dan pemutakhiran data yang dilakukan
melalui system pendataan kebudayaan terpadu.

20. Pendokumentasian adalah upaya menghimpuft, mengolah dan menata
informasi Kebuda3zaan Daerah dalam bentuk rekaman melaui tulisan,
gambar, suara dan gabungan unsur*unsur tersebut.

21. Pengayaan adalah upa_ya untuk meningkatkan peran dan pemahaman
Kebr.rclayaan Daerah melalui proses eksperimentasi, modifikasi dan
adaptasi yang kreatif dengan tetap mengacu pada nilai lama"

22.Penya1ian adalah penyampaian informasi langsung kepada masyarakat
untuk mendorong terciptanya apresiasi terhadap Kebudayaan Daerah.

23. Revitalisasi adalah upaya menghidupkan kembali Objek Pemajuan
Kebudayaan Daerah ,vang telah a.tau hampir musnah, dalam konteks
dengan tetap mempertahankan keaslianya.

24. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat keLrendaan berupa benda
Cagar Budaya. bangunan Cagar Budal.a, struktur Cagar Budaya, situs
Cagar Liuciaya cian kann asan Cagar Buriaya riiciarat dan di air vang periu
dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah,
ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui
proses penetapan.

25. Benda Cagar Budaya adalah Lrenda alam dan/atau bencla buatan manusia,
baik bergerak maupun ticlak bergerak, berupa kesatuan atau keiompok,
atau bagian-bagiannya, atau sisa*sisanya yang memiliki hubungan erat
dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

26.Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda
alam atau }:enda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang
bei-tii-rrding <ian f aLau riciak i-,crciinding, tiair beratap.

27. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benCa
alarn danf atau benda kruatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang
kegiatan yang menyatu dengan alam, sararla, dan prasarana untuk
menampung kebutuhan manusia.

28. Situs Cagar Budai'a adalah lokasi ,ang bciada di darat dan/atau di air
yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Buda3ra,
dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasii kegiatan manusia atau
bukti kejadian pada masa lalu.

29. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua
qitrrc fcoer If,rtrlnr.a afarr lalr;h ,ann lafnLnvo lrerrlcl'a+an .l .r-urLuo vu64r uquG.\ q aLqu rLviti -vG].i6 iuLqnliJa uuluLnaLai a udr I

memperlihatkan ciri dan tata ruang yang khas.
30. Dervan Kebudayaan l)aerah adalah lembaga independen mitra kerya

pemerintah claerah dalam Pengembangan, Pelindungan dan Pemanfaatan
Kebudayaan Daerah.

/
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BAB II
ASAS DAN NILAI, TUJUAN, RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Asas dan Niiai

Pengembangan
berasaskan :

a. toleransi;
b. keberagaman;
c. kelokalan;
d. lintas wila-r.ah;
e" partisipatif;
f. manfaat;
g. keberlanjutan;
h. kebebasan berekspresi;
i. keterpaduan;
j. kesederajatan; dan
k. gt"rtong royc,ng.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3
Tujuan Pengembangan, Peiindungan dan Pemanfaatan KebuCal.-aan Daerah
adalah :

a. melindungi warisan Kebudayaan Daerah dari kerusakan, kehilangan,
dan kepunahan;

b. meningkatkan harkat dan martatrat Kebudayaan Daerah;
c. memperkuat sistem identitas dan .jaticiiri rnasSrarakat cii KaLrupaten

Langkat;
d. meningkatkan kesad.aran masyarakat untuk mencintai dan melestarikan

Kebuda-vaan Daerah;
e. memanfaatkan produk dan nilai Kebudayaan Daerah untuk

keperrtingan pembangunan, pendidikan, agarna, sosial, ekonomi, ilmu
pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat;

f. mendorong dan memfasiiitasi peningkatan dan kreativitas peiaku
Kebudayaan Daerah serta mas3rarakat luas untuk berpartisipasi
nrernaj ukan Keb i,rdayaal: iiaerair ;

g. mempromosikan warisan Kebudayaan Daerah kepada masyarakat
internasional; dan

h. mengembangkan Kebuda3,aan Daerah untuk rnernperkuat jatidiri
kebudayaan Nasional.

Ba.gian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4
Ruang llngkup pe!aturan Caerah ini meiiput'i :

a. asas dan niiai, tujuan serta ruang Lingkup;
t,. arah, sasaran dan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
c. rvew-enang dan tanggung jainab;
d. pelindungan;
p npt: oemlre 11 oqn'.b*r,"

f. pemanfaatan;
g. pernbinaan;

Pasal 2
Pelindungan dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah

/
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h. penghargaan;
i. peran serta masyarakat;
j. koordinasi strategis lintas sektor;
k leransnrr'
1" sanksi administratif: dan
m. pendanaan.

BAB IIi
ARAH, SASAR.AN I}AN OR.iEK PEMA."II,JAN KEBUDAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Arah

Pasal 5
Pemajuan Kebudayaan Daerah diarahkan pada pemajuan nilai-niiai luhur
yang bermanfaat, guna memperkuat jatidiri dan identitas serta pembangunan
sumber daya manusia di lfubupaten Langkat ],ang beriman dan bertaqi,va
kepada Tuhan Yang Maha Esa serta l:erakhiak mulia, -vang menjunjung tinggi
nilai sejarah, berkarakter, unggul, pekeqja keras serta memiliki jiwa mandiri.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 6
Sasaran pemaj uan keLruciayaan riaerah adaiah :

a. pelindungan dari kepunahan yang meliputi penyelamatan, pengamanan,
penelitian, pencatatan, pendokumentasian, pemetaan, pemeliharaan,
rekonstruksi dan pemugaran;

b. pengembangan untuk meningkatka.n daya guna dan hasii guna )'ang
rlelipuli revitalisasi, penelit.ian, restrlr-aai, penyi4'ianr IJ{ingaJii6rr!
penSrebarluasan i.nforn"l asi ctran pen gemhan gan n j/a;

c. pemanfaetan uRtuk meningkatkan kesejahter&an masyaraket; flen
d, pembinaan untlrk pemberdayaan pelaku lcehrudayaan daers.h.

Bagian Ketiga
Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah

Pasal 7
Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah terdiri dari

a. tradisi lisan;
b. manuskrip;
c. adat istiadat;
d. ritus;
e. pengetahuan tradisional;
f. teknologitradisional;
g. seni;
h. bahasa;
i. permainan rakyat;
j. olahraga tradisional; dan
k. cagar budaya.

r'
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BAB IV
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Weu,enang

Pasal 8
{r) Pernerintah Daerah memiliki \{re\..enang dan tanggung jawab dalam

Pengembangan, Pelindungan dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah
sesuai kewenangan cian tanggung jaw-abn3,-a.

t2) Wew'enang Pemerintah Daerah :

a. Menetapkan regulasi tentang Pengembangan, Pelinclungan dan
Pemanfaatan Kebudayaan Daerah;

b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengau,asi pengembangan,
Peiinciungan dan Pemanfaatan Kebuciayaan Daerah ;

c, merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masl,'arakat
dalam Pengembangan, Pelindungan dan Pemanfaatan Kebudayaan
Daerah; dan

d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam
Pengen:batlgal1, Pelind ungar: clai: Penranfaatan Kebudayaan Daerah ;

Bagian Kedua
Tanggung JawaLr

Pasal 9
{1) Tanggung jaw.ab Pemerintah Da"erah rneliputi :

a. menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
b. melaksanakan kegiatan Kebudayaan Daerah skaia Kak;upaten,

Provinsi, Nasional clan Internasional;
c. menyediakan sumber pendanaan untuk Pengembangan, Pelindungan

dan Pemanlaatan Kebuciayaan l)aerah;
d. mengintegrasikan Pengembangan, Pelindungan dan Pemanfaatan

Kebudayaan Daerah ke dalam materi pelajaran muatan tokal pada
satuan pendidikan dasar dan menengah;

e. melakukan, pendataan, inventarisasi, dokumentasi objek pemajuan
Kebuda_v-aan Daerah cii Kabupaten Langkat;

f. melakukan publikasi <lbjek pemajuan Kebudayaan Daerah di
Kabupaten, Provinsi, Nasional maupun Internasional;

g. membina Kelompok, Komunitas dan Organisasi Kebudayaan Daerah
di Kabupaten Langkat;

i2) Daiam perryusLiltan Pokok Pikiran Kebudal,'aan Daerah l:arus r:renruat
Pengembangan, Peiindungan dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah
beserta usuian penyelesaiannya.

{3} Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah disusun oleh Pemerintah Daerah
dengan meiiiratkan masya-rakat melalui para ahli yang memiliki
i<ompetensi dan kredibilitas dalam C'bjek Pengembangai:r, Pelind'.ingan
dan Pemanfaatan Kebudayaan di daerah. dan dapat diperbarui sesuai
kebutuhan.

{4} Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

/
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BAB V
PELINDUNGAN

Pasal 10
(1) Pemerintah Daerah rnemberikan pelindungan terhadap Kebudayaan

Daerah dengan memperhatikan hak-hak hukum, sejarah, dan etika
mas3,-arakat danf atau badan;

t2) Setiap Orang dapat berperan serta melakukan pelindungan Keburdayaan
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

(3) Pelindungan Kebuclal.aan l)aerah seiragaimana dimaksud pada a5rat t-r)
dan ayat (2) meliputi:
a. inventarisasi;
b. pengamanan;
c. pemeliharaan;
d" penvelamatan; dan
e. publikasi.

Pasal 1,1

(1) Inventarisasi diiakukan dengan cara pencatatan, pendokumentasian,
penetapan, rLan pemutakhirarr elata.

tZ) Inventarisasi Kebudayaan Daerah dilakukan melalui Sistem Pendat-aan
Kebudayaan Terpadu.

Pasal 12

i1) Pengamanan I{ebudayaan }aerah dilakukan untuk rnericegah pihak asing
melakukan klaim atas keka5..aan intelektual Ketrudnyaan Daerah;

{2) Pengamanan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara memutakhirkan
data dalam sistem secara terus-menerus, mer,variskan kepada generasi
trerikutnlra, dan memperjuangkan sebagai warisan budaya dunia.

(1)
Pasal 13

Pemeliharaan Kebuda3raan Daerah diiakukan untuk mencegah
kerusakan, hilang, atau musnahnya Kebudayaan Daerah;
Pemeliharaa.n Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara rnenjaga nilai
keluhuran dan kearifan objek Kehuda;'aan Daerah, menggunakan cbjel:
Kebudayaan Daerah dalam kehidupan sehari-hari, menjaga
keanekaragaman Kebudayaan Daerah, dan menghidupkan serta menjaga
ekosistem kebudayaan untuk setiap OLrjek Pemajuan Kebudayaan Daerah
serta mewariskan objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi
berikutn-ya.

t2l

Pasal 14
(1) Dalam rangka pemeliharaan Kabudayaan Daerah, Pemerintah Daerah

mengatur penggunaan pakaian adat khas daerah -vang dipakai pada saat:
a. peringatan hari jadi Kabr-ipaten Langkat, Kecarnatan. Desa. Sekolah;
b. hari ker.ja yang ditetapkan harinya satu kali dalam seminggur bagi

aparatur/karya'nvan/pegawai di Lembaga Pernerintah Daerah,
Kecamatan dan Desa, badan, lambaga, perusahaan, usaha parir,visata,
sisrva dan guru sekolah serta masyarakat; dan

c. peringatan hari-hari tertentu seperti penyamtrutan tamu kehormatan.
t?l Pengaturan lebih laryut mengenai penggunaan pakaian adat khas daerah

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15
(1) Pemerintah Daerah menetapkan ornamen khas daerah sebagai ornarnen

utama dalam Sarana Publik sebagai identitas dan kebanggaan daerah
dalam Pengembangan, Peiindr-rngan dan Pemanfaatan l(ebudayaa.n
Daerah.

/
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{2\ Dalam rangka pelestarian ornamen-ornamen khas daerah sebagaimana
dimaksud Ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan :

a. menjaga dan memperbaiki orna,men-ornarnen khas daerah yang
sudah ada pada sarana dan pr."sarana baik perkantoran, gapura
maupun fasilitas umum dan sosial milik Pemerintah. Pemerintah
Daerah maupun slr,,asta;

b. menvusun dokumen perencanaan pembangunan dengan bentuk
bangunan dan ornamen khas daerah sebagai unsur utama; dan

c, mela-ksanakan pemLrangunan sarana- dan prasarana baik perkantoran
maupun fasilitas umum dan sosial milik Pemerintah, Pemerintakr
Daerah mauplrn swasta dengan memuat ortlamen khas daerah
sebagai ornamen utama'

(3) Dalam rangka pelestaria., trrr.*en khas daerah sebagai identitas dan
kebanggaan daerah. Pemerintah Daerah Lrersama masyarakat menjaga
dan melindungi serta mengembangkan ornamen-oranamen khas daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengeriai penyelenggaraan pelestarian ornamen-
ornamen khas daerah sebagai ornamen utama dalam pembangunan
sebagai identitas rlan kebanggaan claerah diatur didalam Peraturan
Bupati.

Pasal 16
(1) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan

cara :

a. revitalisasi;
b. repatriasi; dan
c. restorasi.

{21 Penyelamatan objek objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang
dilakukan dengan cara revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam a_vat (1)
hurif a merupakan upa)'a menghidupkan kernbali Ohjek Pemajuan
Kebuciayaan Daerah yang telah atau hampir musnah.

(3) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang diiakukan
dengan cara repatriasi sebagaimana dimaksud dalam ai,"at (1) huruf Lr

merupakan upaya mengembalikan Objek Pemajuan Kebuda3raan Daerah
yang berada di luar wilayah Republik Indonesia ke dalam witayah
Repubiik inrionesia"

(4) Pen,r,elamatan objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang dilakukan
dengan cara restorasi sebagaimana dimaksud dalam ayat {1} huruf c
merupakan upaya mengembalikan atau memulihkan Objek Pemaiuan
Kebudayaan Daerah ke keadaan semula.

{il
Pasal 17

Setiap orang dapat berperan aktif dalam upa1,,a penyelamatan Objek
Pernajuan Kebudayaan Daerah.
I)alam rangka pengamanan, pemeliharaan dan penyelamatan Objek
Perna;uan l{ebuda-r,aan Daerah berupa. henda Cagar Budai-a, bangur:an
Cagar Budaya, struktur Cagar Buda3ra, sj.tus Cagar Budaya dan kaq.asan
Cagar Budaya bergerak yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dan/atau
setiap orang dapat disimpan danf atau dirawat di museum.

(2)

Pasal 18
{1) Penterinta.h Da.erah wqib melakukan publikasi terhra.dap irrf.orrnasi fangtrerkaitan dengan inventarisasi, pengerrrbangan: pengamal.tan,

pemeliharaan, elan penyelamatan Otrj ek Pem.qjua.n Kebucl a_vaan Daerah.
(?) Puhlika*i sebagaimana dimaksud ayat (i) dilakukan sesuai peraturan

perundang-undangan.

,/
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BAB VI
PENGEMBANGAN

Pasal 19
Pemerintah Daerah meiaksanakan pengembangan t.erhadap Kebudayaan
Daerah.
Setiap Orang dapat melaksanakan pengembangan Ob"jek Pemajuan
Kebudayaan Daerah.
Pengembangan OLrjek Pernajuair Kebudayaan Daerah dilaksanakan
dengan cara:
a. penyebarluasan;
b. pengkajian; dan
c. pengayaan keberagaman

Pasal 20
Pengembangan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasa} 19
ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan oieh Pemerintah Daerah
melalui:

a. upaya menyajikan nilai penting rvarisan budaya benda dan tak benda
yang memiliki nilai luhur Kebrudayaan Daerah;

b. mendorong cian memlasilitasi serta memberikan kesempatan kepada
para pelaku Kebudal,-aan Daerah untuk semakin kreatif berkarya dan
semakin trermutu;

c. meningkatkan pengadaan sarana dan prasaran Kebudayaan Daerah;
d" mengadakan publikasi dan promosi hasil karya Kebuda;raan Daerah:
e. menciorong tumbuhnya inciustri aiat-aiat kesenian;
f. meningkatkan apressiasi ma;rarakat terhadap karya Kebudayaan

Daerah;
g" mendorong cipta kreasi budaya, penggabungan kebuda_1,-aan, kreasi

ragam budaya, yang sesuai dengan akar Kebudayaan Daerah;
h. rlerefleksi dan mengevaitiasi kegiatar: Kebirela-vaan Daerah yang ada;

dan
i. memfasilitasi kelemLragaan Kebudayaan Daerah;

/1\ r)^s^-.:*+^r- .4,,a+^1- ^^*,.^,,..,1i::' ?l-,^-*^-i!-^- r^.. .*^**^*1-^-*r,^*
t 1, rcttrci IIrLd.i i uacr aii iiel KUvl d"jiUctri IIieiCsiai iKaii Uaii iriengemDangKaii

KebudaSraan Daerah yang berupa produk khas daerah baik makarlan,
minuman, pakaian, perhiasan malrpun peralatan dan perlengkapan yang
digunakan seLragai aksesoris serta digunakan sebagai hiasan yang
menjadi produk unggulan yang dapat dipasarkan baik clitingkat lokal,
IIasional maupun dalarn skala Internasional,

t2) Produk khas daerah sebagimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai
simboi jadi diri dan kebanggaan daerah.

(3) Pelestarian dan pengembangan produk khas daerah juga berdampak
pada peningkatan ekonomi rnasyaraka"t dan peningkatan Pendapatan Asli
Daerah.

{4) Dalam rangka peiestarian dan pengembangan produk khas daerah,
Pemerintah Daerah berdasarkan kajian akademik dan atau rekornendasi
tokoh masyarakat, organisasi, syarikat dan iembaga etnis dalam
menetapkan jenis-jenis produk khas claerah dengan Peraturan Bupati.

/
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BAB VII
PEMANFAATAN

Pasal 22
t1) Pemerintah melaksanakan pemanfaatan atas objek Pemajuan

Kebudayaan Daerah.
t?l Setiap Orang dapat melaksanakan pemanfaatan atas Objek Pemajuan

Kebudayaan Daerah.
t3) Pemanfaatan Objek Pemajuan l{ebudayaan Daerah dilakukan untuk:

a. mem-bangun karakter bangsa dan daerah;
b. meningkatkan ketahanan budaya daerah;
c. meningkatkan kesejahteraan Masyarakat; dan
d. meningkatkan peran aktif dan pengaruh Kebudayaan dalam

hubungan internasional.
(4) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebuciayaan Daerah riaiam upa),-a

pendayagunaan Objek Pemajuan Kei:udayaan Daerah untuk menguatkan
ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan
dalam mer,vujudkan tujuan nasional;

tS) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk membangun
karakter bangsa, Daerah d.air r-neirirrgkatkar: ketahar:ar: bnda_va n:elalui;
a" internalisasi nilai budaya;
b. inovasi;
c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
d. komunikasi lintas trudaya; dan
-^- 1.^1^l-^-^-i l-,.r^.,^tr. r\\Jld.uLrl d5l d.l I Ld,t uuuar.\ d.,

(1)

(2)

(3)

{4}

f5)

(1)

(2)

Pasal 23
internalisasi nilai budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat
{5) huruf a dilakukan melalui penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan
f'\^prah rlalom Lori-i-- nan.lirli'lr^*.uqurqll uqiGri.i nLtilcLGrr yLrrUiUrA.alt,
Ol:jek Pemajuan Kebudayaan Daerah dimanfazrtkan sebagai factor
pendorong dalam penciptaan inovasi di berbagai bidang kehidr-rpan;
Peningkatan adaptasi terhadap perubahan dilaksanakan dengan tetap
memperkratikan akar Ketruda},aan Daerah.
Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudp),aan Daerah dalam r-angka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan cara
pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi produk, antara
lain di bidang perdagangan, perindustrian, pariw.isata dan ekonomi
kreatif.
Pemanfaatan Objek Pemajr.ran Kebuclayaan Daer-ah oleh Penrerrntah
Daerah dilakukan terhadap objek Pemajuan Kebudayaan IJaerah yang
telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebuda-v-aan Terpadu.

BAB VITI
PEMBiNA.{N

Pasal 24
Pemerintah Daerah melaksanakan pemh,inaan terhadap Kebudayaan
Daerah"
Pembinaan Kebudayaan Daerah diiaksanakan untuk meningkatkan
jumiah cian mutu sumber ciaya manusia Kebuciayaan Daerah, iembaga
Kebrudayaan Daerah dan pranata Kebudayaan Daerah.
Pembinaan Kebudayaan Daerah dilakukan melalui :

a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan Daerah;
b. standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia Kebudayaan

Daerah dan lembaga Kebuciayaan Daerah sesuai dengan ketrutuhan;
dan

(3i

{
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c. peningkatan kapasitas tata kelola iembaga Kebudayaan Daerah dan
pranata l(ebuday'aan Daerah.

t4) Sasaran pendidikan dan peiatihan di bidang Kebudayaan Daerah
rliutarnakan pada peserr-a didik, rnahasisr..,a, pendidik, praktisi brrd.a,ra.
pelaku usaha, dan penyelenggara Pusat Kreativitas Anak (PKA).
komunitas, sanggar/lingkung seni /padepokan/paguron.

Pasal 25
(1) Peningkatan pendirl'ikan rJan pelatihan di hidang KebudaS,aan l)a-er"ah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. ayat (3i huruf a dilakukan
melaiui:
a. penerapan Kebudayaan Daerah dalam kurikuium pendidikan dasar

dengan mernasukan mata pelajaran muatan lokal Kebucta_vaan Daerah
-vang setara dengan urata pelajaran lainnva:

b. meningkatkan kualitas pendidik dan bahan ajar muatan lokal
I(ebudayaan Daerah;

c. memenuhi fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan pendidikan
Kebudayaan Daerah;

cl. mendorong dan memfasilitasi trerkumpulan seni, svarikat dan
organisasi atau lembaga etnis, daiam pelestarian Kebudayaan Daerah;

e. mengembangkan sistem pemberian penghargaan kepada pihak-pihak
yang menunjukan upaya yang bermanfaat bagi kepentingan
Pengembangan, Pelindungan dan Pemanfaatan KebudaSraan Daerah;
dan

f. memanlaatkan ruang publ'ik, gedung kesenian dan media masa
sebagai upaya pelestarian Kebudayaan Daerah;

l2l Penyelenggaraan pelestarian kesenian daerah seLragaimana dimaksud
a"vat (1), menjadi tugas Perangkat Daerah -vang membidangi Kebr-idayaan.

Pasal 26
Standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia Kehueiayaan Daerah
sebagaimana climaksud dalam Pasal 24 a,v-at (3) huruf b dilakukan dengan:

a. menyusun standar kompetensi untuk profesi cli bidang Kebudayaan
Daerah;

L:. memfasilitasi terl:entuknya asosia*i pr*fesi di Lrirlang Kebucla3raan
Daerah; dar-r/atau

c. ntemtasilitasi asosiasi profesi di l:iclang kel:udaSraar daerah. untuk
membentuk lembaga sertitikasi pr*fesi.

Pasal 27
Peningkatan kapasitas tata keloia LemLraga Keburiayaan Daerah cian Pranata
Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf c
clilakukan dengan:

a. pendarnpingan terhadap Lembaga Kebudayaan Daerah; dan/atau
b. pengembangan jejaring antar*Lembaga Kebudayaan Daerah dan antar-

Prai:ata Keb irciayaan Daerah"

Bagian Kesatu
De,"n an Kebudayaan Daerah

Pasal 28
(1) Dewan Kebudayaan Daerah terdiri dari orang-orang -yang mewakili

sumber daya manusia Kebudayaan Daerah, iembaga Kebudayaan Daerah,
dan l,embaga Adat.

tZ) De$'an Kebudayaan Daerah bertugas untuk memberikan masukan
mengenai Pengembangan, Pelindungan d"an Pemanfaatan Keburlavan
Daerai: kepada Femerintah Daerah.

/
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{3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ay'at (2), Susunan
Keanggotan Dewan Kebudayaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan
Bupati atas rekomendasi dari Lembaga Kebudarvaan Daerah, Lembaga
Aclat. dan Perangka'- Daerah )ang melaksanakan urusan Pernerintah
Daerah di bidang kebudayaan.

(4) Tata cara pemberian rekomendasi yang berasal dari Lembaga Kebudayaan
dan Lembaga adat diatur oleh Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Museum

(1)

12)

i3)

Pasal 29
Museum merupakan sarana yang berfungsi mengembangkan.
melindungi, memanfaatkan KeLrudayaan Daerah.
Pemerintah l)aerah dapat mendirikan dan atau menetapkan suatu
bangunan gedung sebagai museum daerah.
Pengembangan, Pelindungan, dan Pemanfaatan koleksi museum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di barnah tanggr-rng.jawab
pengelola museum dan atau Perangkat Daerah bidang kebudal,-aan.
Pemerintah Daerah menveienggarakan pengeioiaan museum cian dapat
mengembangkan, melindungi dan memanfaatkan museum-rnuseum
Kebucla-vaan Daerah.

Pasal 31
Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 dapat berupa :

a. pemberian fasilitas kepada sumber dalra manusia yang berjasa dalam
Pengernban gan, Pelindungan Can Pernanfaatan Kebudayaan Daerah;

b. memberikan penghargaan kepada Tokoh Pelaku sejarah, pejuang,
pahlar.van, untuk disematkan namanya di fasilitas sosial, fasilitas
umum, jalan serta sa.rana dan prasarana pubiik lainnya.

c. memberikan Penghargaan kepada Tokoh dan pelaku 1.ang Lrerprestasi
r-len ncrlrrii rlalern hirJano Spni Rrrrlar.'n f)qerah rrr.rrrrlz 'linaDqt
Kabupaten; dan

Pemberian penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Fasilitas yang diLrerikan kepada sumtrer daya manusia Kebudayaan
Daerah yang berjasa dan berprestasi iuar biasa sebagairnana dimaksud
pada aya-t (1) drgi-rnakan rr-ntr-rk mengemhangkan karyanya,=

-\ (4)

tsAB iX
NTINIAT I A ]-)A A A AIrfJl\Ll rl}Il\\.J'|\l{1\

Pasal 30
Pemerint"ah Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang dapat memberikan
penghargaan sepadan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi
,-{^l^* l-}o--o--!-, Tf^lj*-l',*-^- J^- D-*^*t^^+--. la^L.,1^=-^^* n^^-^Lt-rd-ld.ttl t clISLrrrUd.lIE;d.lt. i CijjtU(lIiSallt (li,-iI rt]lllal.tliildLcrrr r\CuLl.LtilJiiiilr iiduiijii.

(1)

(2)
(s)

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32
t1) Setiap Orang dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, da"n

pengawasan Pengernbangan, Pelindungan dan Pemanfaatan Kehudayaan
Daerah.

{2) Setiap orang dalam mewujr-rdkan peran serta sebagaimana dimaksud
pada ayat (i ) dapat membentuk Lembaga Kebudayaan Daerah.

t3) latacara dalam membentuk LemLraga Kebudavaan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

r'



(1)

i4

Pasal 33
Setiap Orang dapat Lrerperan serta dalam peningkatan kesadaran dalam
Pengembangan, Peiindungan dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah.
Pcninrrlzetan lrr.-qradarqn qpheoqirnnnn dirrrsirqr rrl narln et,qt ( 1 I rnelinr rfi'

a. peningkatan kuantitas dan kualitas infbrmasi mengenai
Pengembarrgan, Pelindungan dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah;
dan

b. peningkatan kualitas jejaring media sosial, komunitas, dan pemerhati
dalam menr,h-r-kr:ng r.tpa,J.-a Pengembra,nga-n, Pelindr-rngan cla,n

Pemanfaatan KeLrudayaan Daerah.
Peran serta sebagaimana dimaksud pada ai,-at (1) dapat diiakukan
bersama oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan lembaga lainnya.

{}\

(3)

BAB XI
KOCIRDtNASi STRATEGIS LINT'AS SEKTOR

Bagian Kesatu
Koordinasi Strategis

Pasal 34
{1) Pemerintah Daerah rnajib melaksanakan koordinasi strategis lintas sektor

dalarn penS,elengaraan Pengembangan. Pelindungan dan Pemanfaatan
Kebuda3r'aan Daerah.

(2) Koordinasi Strategis Lintas Sektor sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
bertujuan untuk rneningkatkan efektivitas, sinkronisasi, dan harmonisasi
program, kegiatan, cian kajian Pengem'-bangan, Pelinciungan dan
Pernanfaatan Kebudayaan Daerah.

(3) Dalam mendukung pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor
Pengembangan, Pelindungan dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah,
dibentuk Tim Koordinasi, dengan mengikutsertakan Unsur Perangkat
Daerah _yarlg terkait.

(4) Ketentuan mengenai fungsi dan tugas, susunan organisasi, personalia,
dan rnekanisme kerja Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada a5,at
(3) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 35
(1) Pemerintah Daerah, Sumber Da1,a Manusia Kebudayaan Daerah,

Lembaga Kebudayaan Daerah dapat melaksanakan kemitraan berbasis
program <laiam upaya Pengembangan, Pelinciungan dan lremaniaatan
Kebudal'aan Daerah.

l2I Kemitraan sebagaimana dimaksud pada a),-at (1) dilakukan dengan
memperhatikan prinsip kesetaraan, akr-rntabilitas, dan saling memberi
manfaat.

i3) Peiaksanaan kemitraaan antara Pemerinrah Daerah dengan iembaga
lainnya dalam rangka Pengembangan, Pelindungan dan Pemanfaatan
Kebudayaan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentlran peraturan
perundang-undangan.

/
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BAB XII
LARANGAN

Pasal 36
(1) Setiap Orang diiarang secara melawan hukum menghancurkan, merusak,

menghilangkan, memindahkan, atau mengakibatkan tidak dapat
dipakainya sarana dan prasarana olrjek Kebudayaan Daerah.

{2) Setiap Orang diiarang secara melaw-an hukum rnelakukan perkruatan
yang mengakitratkan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu tidak dapat
berfungsi sebagaimana mestinya.

(3) Setiap orang diiarang mengalihkan kepemilikan Objek kebudayaan yang
diduga Cagar Budaya {ODCB}, yang dilakukan dengan pengga}ian,
penlrelarnan, dan/atar-r pengangkatan di darat dan/atau di air,
pemusnaahan kecuali dengan izin Bupati.

BAB XIII
KtrTtrNTUAN SANKSI

Bagian Kesatu
Satksi Asfuninistrasi

Pasal 37
{1) Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif terhadap setiap

orang, atau lembaga yang melakukan pengrusakan Objek Pemajuan
L/-1-' '.{- !-\^-*^1^ .^ +i'{^l- ^^-*^i^ ^1-.:1-^+ ^,,^-,..r\eDuoaliaari irauiaii sccai'a sengaJa maupun ilc,aK sengaJa aKiDat suaiij
kegiatan.

t2) Sanksi adrninistratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertuiis;
n npn.'\!htrton i.rin rroolra'

IJL r rVqVU Lqr r. rzr( r qu(!rq,

d. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana:
e. pencabutan status badan hr-rkum;
f. pemecatan pengurus; dan/ atau
g. pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi

daiarn bidang usaha ),ang sama.
(3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2J,

Pemerintah Daerah dapat memerintahkan kepada pihak yang melakukan
pengrusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menanggung
Lria-rra pemuliLran.

{4) Ketentuan lekrih lanjut mengenai tat-a ca,ra dan tahapa-n penerapan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat {2} dan biaya pemulihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ked,ua
Sanksi Pidana

Pasal 38
t1i Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36

dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

{21 Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 36 adalah kejahatan.

f



16

BAB XIV
PENDANAAN

Pasal 39
Pendanaan terhadap Pengembangan: Pelindungan dan Pemanfaatan
Kebuda,l.'aan Daerah bersumber pada:

a. Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah; dan/atau
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesr.rai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 40
Peraturan Daerah ini muiai berlaku pada tanggai ciiunciangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengund,angarl Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Langkat.

Ditetapkan di Stabat
padatanggal l3^s;*?c:a1

PJ. BUPATI LANGKAT,

M. FAISAL HASRIh{Y

Diundangkan di Stabat
pacla tanggal 1$ - S - SoL4

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

AMRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGI{AT TAHUN 2424
NOMOR -3
!r^i{nr\ tar/\r^6l-h ,FttnA nla^rr ranl{h44rtrr t Inl^I'_46 nn-\rir\r^rj\UiVlUi< KtlLrl5 i DN HF-KA iuf\.rlt\ uAtLl(An I\AIJUrr\l Dl\ Lf\lYLrr\-nl, rr\L-r'v ll\Dl
SUMATERA UTAR A: ta-a7 /2CI241
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I

PENJELASAI\
ATAS

RANCANGAN FERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR 4 TAHUN Pd{

TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAF{

LJMUM
Berdasar kan segarah Kahupa-ten l,angkat sehelum indone-sia

merd.eka adaiah wilayah Kesultanan Meiayu Langkat yang berdaulat
memiliki kebudayaan sebagai r,r.ujud dan identitas didalam kehidupan
bermasyarakat. Kebudayaan masyarakat di Kabupaten Langkat
rnerupakan sistem nilai, adat istiadat yang dianut oleh masyarakat di
Kahupaten Langkat. yang di dalarnnva terdapat penget-ahuan.
keyakinan, nilai-nilai, sikap, dan tata cara rnasyarakat yang ciiyakini
dapat memenuhi kehidupan rv*arga masyarakatnya, sehingga perlu
dilestarikan"

Ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Repubiik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Negara memajukan
kebudaSraan nasional Indonesia di tengah peraciaban dunia dengan
menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan
mengemL)angkan nilai-nilai budayanya. Di dalam ayat (2) disebutkan
Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan
budaya nasional. Landasaan Konstitusi ini menegaskan bahrna }:udaya
dan keirudayaan merupakan hal penting yang mestinya dipelihara dan
dikernbangkan dalarn rangka mernaj ukan kebudayaan Nasional.

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri
KebudalTaan dan Parin'isata Nomor : a2140 Tahun 2009 Tentang
Pedoman Pelestarian Kebudayaan menyatakan bahwa Pemerintah
Daerah berkewajiban melestarikan Kebudayaan lJaerah untuk
memperkokoh jatidiri bangsa, martabat, dan menumbuhkan
kebanggaan nasional serta rnempererat persatuan dan kesatuan bangsa
dalam bingkai Negara Kesatuan Republik indonesia.

Undang-Undang Republik inrlonesia Nomar 1i Tahun 20i0
Tentang Cagar Buria3ra pacia i:agian pertimbarlgan menyebutkan bahr'"'a
cagar budaya merupakan kekayaan budaya t-rangsa seLragai rn'ujud
pemikiran dan perilaku kehidupan manu$ia yang penting artin-va bagi
pemahaman dair pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan
kebudayaan dalam i<ehidupan berrnasyarakat, beri:angsa, dan
bernegara selringga perlu dilestarikan dan dikeioia secara tepat rr-reialui
upa-va pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan daiam rangka
merna"j u kan ketr udayaan nasional r-lntuk sebesa-r-besarnya ketnakmuran
rakyat. Bahwa untuk itu dalam rangka pelestarian Kebudyaan Langkat,
Pemerintah Daeah perlu menetapkan Cagar Budaya Daerah dengan satu
.^^'^^+^-^.^ .{:1^1,,'1'^- ^t^L T1^*^l^ r\^4r^L -+-rr i=r++nri r:^4ry
tJL.iicLiallalt -\ciifB iJiici.l{Lttidli (jit]lt I\qpd"Id. ua\:tdtl dLau tlIsLatlDI -varrE
berwenang yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Berdasarkan sejarah Kabupaten Langkat sebelum Indonesia
merdeka adalah wilayah Kesultanan Melayu Langkat yang berdaulat
memiliki kebudayaan sebagai u,ujud dan i,dentitas didalam kehidupan
trerrnas','aral,,at. BuCa','a masiaral<at l/'abupaten I-angkat merupakan
sistem ni1ai, adat istiadat -vang dianut oleh masyarakat Kabupaten
Langkat, yang di dalamnya terdapat pengetahuan, keyakinan, nilai-ni1ai,
sikap, dan tata cara masyarakat yang di-v-akini dapat memenuhi
kehidupan warga masyarakatnya, sehingga perlu dilestarikan ;

Ban.r,ak- tinggaLan kebudai"aan n:as3 arakat Kabupaten Langk-at
baik yang bersifat fisik (tangible) maupun nonfisik (intarqible), yang
dikhaw'atirkan akan mengalami kepunahan dan kerusakan -vang

/
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diakibatkan oleh manusia atau proses alam, sehingga perlu dilindungi,
dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina;

Kebudal,-aan Daerah merupakan salah unsur dalam daya tarik
r,.'isata, disamping ria3,a tarik a'larn dan dal'a tarik truatan. Sebagai
bagaian dari peiestarian kebudayaan Langkat, Pemerintah Daerah periu
menetapkan pengembangan keparinrisataan daerah melalui penyusunan
Rencana Induk Pembangunan Keparir.r,isataan Daerah {RIPPARDA}
sesuai dengan arahan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009
tentarrg Kepar :wisa-taan "

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Huruf a
Yang dimaksud dengan "asas toleransi" adalah bahr.va
Pengembangan, Pelindungan dan Pemanfaatan Kebudayaan
Daerah dilandasi dengan saling menghargai dan menghormati.
Huruf tl
Yang dimaksud dengan "asas keberagaman" adalah bahrr".a
Pengembangarr, Pelindungan dan Pemanfaatan Kehudayaan
Daerah mengakui dan memelihara perbedaan suku bangsa, ras,
agama, dan kepercayaan"
Huruf c
Yang dimaksucl dengan "asas keiokalan" adalah bahrva
Pengembangan, Pelindungan dan Pernanfaatan KeLruda5raan
Daerah memperhatikan karakteristik sumber daya alam,
ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan
kearifan iokal.
Huruf ci

Yang dimaksud dengan "asas lintas wilayah" adalair bahwa
Pengembangan, Pelindungan dan Pemanfaatan Kebudavaan
Daerah memperhatikan dinamika budaya lokal tanpa dibatasi
oleh batas administratif.
Hurui e
Yang dimaksud dengan "asas partisipatif' adalah bahr,va
Pengembangan, Pelindungan dan Pemanfaatan Kebudayaan
Daerah dilakukan dengan melibatkan peran altif Setiap Orang
baik secara langsung maupun tidak langsung"
rT---, -r fnul.ul I

Yang dirnaksud dengan "asas rnanfaat" adalah bahwa
Pengembangan, Pelindungan dan Pemanfaatan Kebudayaan
Daerah berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat
niemberikan manfaat yang optimai bagi kesejahteraan ralq,at.
T,I.,.^-.f -rrurLrr li
Yang dimaksud dengan "asas keberlanjLrtan" adalah bah."r'a
Pengembangan, Pelindungan dan Pemanfaatan Kebudayaan
Daerah diiaksanakan secara sistematis, terencana,
berkesinambungan, dan berlangsung terus- menerus dengan
momocfilzan toriorli roconoroci Qr rmhar f)ovo l\famrroi,r11 rLilrdJLtl\Ari LUiJAUi lL6LrtL.agi JUaiiUf,l Ud-\A ividliUOid

Kebudal,-aan dan memperhatikan kepentingan generasi -\,-ang
akan datang.
Huruf h
Yang dirnaksud clengan "asas kebebasan berekspresi" adalah
bah..r'a upai'a Pengembangan, Pelindungan dan Femanfaatan
Kebudayaan Daerah menjamin kebebasan individr"r atau
kelompok dalam menyampaikan ekspresi ketruda.vaannya
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sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan.
Huruf i
Yang dimaksud dengan "ases keterpaduan" adalah bahr.ria
Pengembangarr, Pelindungan dan pemanfaatan Kebudayaan
Daerah dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas
sektor, lintas wiia-vah, dan lintas pemangku kepentingan.
Huruf j
Yang dimaksr:d dengan "asas kesederajata-n" adarah ba,hu,a
Pengemhrangan, Pelindungan dan pemanfaatan Kerruda3.aan
Daerah menjamin kedudukan yang sama dalam masyarakat yang
memiliki Kebuday-aan yang beragam.
Huruf k
Yang dimaksud dengan "asas gotong royong' adarah bahrva
Pengembangan, Pelindungan dan pemanfaatan Kebudayaan
Daerah dilaksanakan dengan semangat kerja bersarna yang
tu1us.

Pasal 3
Cukup.jelas.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Jatidiri adalah karakter buda-va dan sosiai yang menjadi ciri
pengenal;

Pasai 6
Cukup jelas

Pasal 7
Huruf a
Yang dimaksud dengan "tradisi lisan" adalah tuturan yang
riiwariskarl secara tui:un*teniurun oleir inasyarakat. antai-a iaiii.
sejarah lisan, ilerahoy, dongeng, rapalan, pantun, d.edeng, tabik
dan cerita rakyat.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "manuskrip" adalah naskah beserta
scgala iirfoi^masi -;ang terkandung cli dalamn5,a, i'ang mcmiliki
nilai br-idaya dan sejarah, antara lain: gurindam. hikayat, clan
kitab.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "adat istiadat' adalah keLriasaan yang
Cidasartr<an pada niiai tertentu dan diiakukan oleh l<elcmpok
mas\,arakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi
berikutn5ua, antara lain, tata kelola lingkungan, qonun/hukum
adat, dan tata cara penyelesaian sengketa.
Huruf d
V^n- rii*al.q,;,-1 Aaroan *ritus" adalah teta cAra nelala5S11SggglGua:Gj i iaLq -_qi a iJL iGr

upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan
dilakukan oleh kelompok ffias-1rs16|aat secara terus menerus dan
dirnariskan pacla generasi berikutnya, antara lair:: berbagai
perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkavinan, upacara
kematian, jamu laut-, jamr-r sa.wah, lancang kuning, sr:lrrh
Mariam, mandi safar, tepung tawar, haul dan ritual kepercayaan
beserta perlengkapanny-a
Huruf e

Yang dirnaksud dengan "pengetahuan tradisional" ialah karya
tradisional (adatl yang dapat berupa budaya. karva seni. karva
kuliner tradisionai, busana teluk belanga dan pakaian adat
tradisional, ornament khas, serta teknologi yang secara turun-
temurun telah digunakan sejak zamarl nenek moyang dan

{
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menjadi milik bersama masl.,arakat adat -vang dijaga dan
dilestarikan.
Huruf f
Yang dirnaksud dengan "teknologi tradisional" adalah
keseluruhan sarana untuk menyed.iakan barang-barang atau
cara -vang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyarnanan hiclup
manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan
masyarakat sebagai hasil pengalarnan nyata dalam berintegrasi
d en ga-n I in gkr-rn gan d a n d i keml-ran gka_n secara teru s-men eri,r,s d an
diwariskan pada generasi berikutnya. Teknoiogi tradisional di
Kabupaten Langkat. antara lain: arsitektur/ornament lebah
bergantung, pucuk rebung, kucla pelana, awan beriring, dan
teknologi tradisional lain.
I{uruf g
Yang dimaksud dengan "seni" adalah ekspresi artistic individu,
kolektif, atau komunal, yang berbasis r,varisan buda.va rna.upun
berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam
berbagai bentuk kegiatan clanfatau medium. seni antara lain:
seni pertuniukan. seni rupa, seni sastra, fiim, seni musik, festival
azizrl Amir }Jamzah dan seni media.
Huruf h
Yang dimaksud dengan "bahasa" adalah sarana komunikasi
antar manusia, baik berbentuk lisan, tulisan, mauputl isyarat,
antara lain: bahasa trndonesia, aksara arab melayu, dan bahasa
daerah.
Huruf i
Yang dimaksud dengan "permainan rakyat" adalah berbagai
permainan )'ang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan
oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan dirrariskan
paria generasi berikutnl,'a, yang Lrertujuan untuk menghibur ciiri,
antara lain: engklek, permainan kelereng, congklak, gasing, clan
gobak sodor, dan permainan lainnya.
F{uruf j
Yang dimaksud dengan "olah raga tradisional" adalah berbagai
aktivitas fisik clanT atau mentai yang beruujuan untuk
rnenyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh. didasarkan
pada nilai tertentu, dilakukan oieh kelompok masyarakat secara
terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara
lain pencak silat, egrang, sepak takraw, dan olah raga trasional
r_: _,railrrr)'4.
Huruf k
Yang dimaksud dengan "cagar budaya." adalah rvarisan buclaya
yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budalra, bangunan
cagar budaya, struktur cagar buda3,a, situs cagar budaya, dan
kai,r'asan cagar buda-r,a dt darat dan ata-Li di aii" iaiig pei-lu
dilestarikan keberadaannya karena memiliki niiai penting hragi
sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan agama.

Pasal B
Cukup Jelas

Doaol 0

Cukup Jelas
Pasal 1O

Cukup Jelas
Pasal 1 1

A..af i 1 \' ^-' *' \ - /

Yang dimaksud dengan "pencatatan dan pendokumentasian"
adalah upaya merekam untuk menggamLrarkan Objek Pemajuan
Kebudayaan Daerah baik wujud fisik maupun arti sosia1n.,-a

,
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dengan tujuan untuk mengidentifikasi Olrjek Pemajuan
Kebudayaan Daerah.
Ayat (2)
Crrkrrn,lelas

Pasal 12
Ayat { ii
Yang dimaksud dengan "pihak asing" adalah warga Negara asiirg,
badan hukum asing, korporasi asing, atau Negara asing.
A1'at {2)
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Avat (i)
Yang dimaksud dengan revitalisasi adalah menghidupkan
kembali Objek Pemajuan Kebuda5raan Daerah yang telah atau
hampir musnah.
Yang dimaksud dengan repatriasi adalah mengembalikan Objek
Pemajuan Kebudayaan Daerah yang berada di luar wila5zah.
Yang dimaksud dengan restorasi adalah mengembalikan atau
memuiihkan Objek Pemajuan Kebuclayaan Daerah ke kea<iaan
sernula.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup ielas
Ayat (a)
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

n^^^1 1orii-riiii _t o
Ayat ( 1)

Bentuk media -vang digunakan untuk publikasi clisesuaikan
dengan sasaran dan tujuan publikasi.
Ayat (2)
(-,,1-rrn ialacvuttulJ JUr(ru

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Fasal ?1
Cukup jeias

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cuknp jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup.jelas

Pasal 27
Cukup jelas
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